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ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has significantly transformed various sectors,
including government, education, healthcare, business, and public services. Alongside these
developments, various legal challenges have emerged, such as personal data breaches,
Intellectual property infringement, cybercrime, the dissemination of false information, and
unauthorized access to electronic systems. These issues require information technology
professionals not only to possess strong technical competencies but also to understand and
comply with legal regulations and professional codes of ethics in carrying out their duties and
responsibilities. This study aims to analyze the implementation of information technology
professional law in promoting professionalism, ethical conduct, and legal protection in the era of
digital transformation. The research employs a library research method using a descriptive
qualitative approach. Data were collected through the review of scientific books, national and
international journal articles, statutory regulations, and official documents related to information
technology law and professional ethics. The analysis was conducted by identifying key
concepts, comparing existing legal frameworks, and evaluating their implementation in
professional information technology practices. The findings indicate that information technology
professional law plays a strategic role in regulating the rights, obligations, responsibilities, and
professional standards of information technology practitioners. The implementation of
professional law enhances accountability, safeguards information security and data
confidentiality, protects the rights of digital service users, and minimizes the risks of legal and
ethical violations. Furthermore, the enforcement of regulations such as the Electronic Information
and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and Intellectual Property Rights
legisiation provides a strong legal foundation for secure, transparent, and accountable electronic
system governance. However, several challenges remain, including limited legal awareness
among practitioners, the rapid pace of technological innovation exceeding regulatory
development, increasing cyber threats, and insufficient human resource competencies in
understanding the legal aspects of information technology. This study concludes that the
implementation of information technology professional law should be strengthened through
comprehensive regulatory frameworks, continuous professional competency development,
adherence to professional codes of ethics, professional certification, and effective collaboration
among government institutions, higher education institutions, professional organizations, and
industry stakeholders. Such collaborative efforts are expected to establish a secure, trustworthy,
equitable, and sustainable digital ecosystem that supports national development in the digital
transformation era.

Keywords: Professional Law, Information Technology, Professional Ethics, Professionalism,
Personal Data Protection, Digital Transformation.
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ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan
dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, bisnis, dan
layanan publik. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum,
antara lain penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, kejahatan siber,
penyebaran informasi palsu, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik. Kondisi ini menuntut
setiap profesional di bidang teknologi informasi untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis,
tetapi juga memahami dan mematuhi ketentuan hukum serta kode etik profesi dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi hukum profesi teknologi informasi dalam mewujudkan profesionalisme, etika, dan
perlindungan hukum di era transformasi digital. Penelitian menggunakan metode studi pustaka
(library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap
buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta
dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum teknologi informasi dan etika profesi. Analisis
dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan berbagai regulasi
yang berlaku, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik profesi teknologi informasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hukum profesi teknologi informasi memiliki peran strategis dalam
mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta standar perilaku profesional bagi praktisi
teknologi informasi. Implementasi hukum profesi mampu meningkatkan akuntabilitas, menjaga
keamanan dan kerahasiaan data, melindungi hak-hak pengguna layanan digital, serta
meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan etika. Selain itu, penerapan regulasi seperti
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP), serta ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, transparan, dan
bertanggung jawab. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya
kesadaran hukum di kalangan praktisi, pesatnya perkembangan teknologi yang melampaui
pembentukan regulasi, meningkatnya ancaman kejahatan siber, serta keterbatasan kompetensi
sumber daya manusia dalam memahami aspek hukum teknologi informasi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penerapan hukum profesi teknologi informasi harus dilakukan secara
komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi profesional, penerapan kode
etik profesi, sertifikasi tenaga teknologi informasi, serta kolaborasi antara pemerintah, institusi
pendidikan, organisasi profesi, dan pelaku industri. Sinergi tersebut diharapkan mampu
menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, berkeadilan, serta mendukung
pembangunan nasional di era transformasi digital.

Kata Kunci: Hukum Profesi, Teknologi Informasi, Etika Profesi, Profesionalisme, Perlindungan
Data Pribadi, Transformasi Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa
perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Digitalisasi
telah mengubah cara individu berkomunikasi, bekerja, belajar, bertransaksi, serta memperoleh
berbagai layanan publik maupun privat. Pemanfaatan teknologi informasi telah merambah hampir
selurun sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perbankan, industri,
perdagangan, hingga keamanan nasional. Berbagai inovasi seperti komputasi awan (cloud
computing), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (loT), big data,
blockchain, dan keamanan siber (cybersecurity) telah menjadi bagian penting dalam mendukung
transformasi digital di berbagai organisasi.

Di Indonesia, transformasi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan ekonomi digital, digitalisasi layanan
publik, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi. Perkembangan tersebut memberikan
berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi, produktivitas, transparansi, dan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut muncul pula berbagai
tantangan yang berkaitan dengan aspek hukum, etika, dan profesionalisme dalam penggunaan
teknologi informasi.

Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap sistem digital, berbagai bentuk
pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi juga mengalami peningkatan. Kejahatan siber
(cybercrime) seperti peretasan sistem (hacking), pencurian data pribadi, penyebaran malware,
serangan ransomware, penipuan daring (online fraua), pencurian identitas digital (identity theft),
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penyebaran berita bohong (hoaks), hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap
perangkat lunak menjadi ancaman yang serius bagi individu, organisasi, maupun negara. Selain
itu, perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan juga menimbulkan tantangan baru
terkait privasi, keamanan data, transparansi algoritma, dan akuntabilitas penggunaan teknologi.
Profesi di bidang teknologi informasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan
bahwa teknologi dimanfaatkan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Seorang profesional teknologi informasi tidak hanya dituntut memiliki
kemampuan teknis dalam merancang, mengembangkan, mengelola, dan mengamankan sistem
informasi, tetapi juga harus memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.
Kesalahan dalam pengelolaan sistem informasi, kelalaian dalam menjaga keamanan data,
maupun tindakan yang melanggar etika profesi dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik
secara finansial, hukum, maupun sosial.

Hukum profesi teknologi informasi merupakan seperangkat norma, peraturan, dan
ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta standar perilaku profesional
bagi setiap individu yang bekerja di bidang teknologi informasi. Hukum profesi berfungsi sebagai
pedoman agar setiap profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar kompetensi,
kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hukum profesi,
masyarakat sebagai pengguna layanan teknologi informasi memperoleh perlindungan hukum,
sementara para praktisi memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab profesionalnya.

Di Indonesia, beberapa regulasi telah menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan

teknologi informasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai peraturan pemerintah
mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan keamanan informasi. Regulasi-regulasi
tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi
sekaligus melindungi hak-hak masyarakat di ruang digital.
Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum profesi teknologi informasi masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat
kesadaran hukum di kalangan sebagian praktisi teknologi informasi. Banyak pengembang
perangkat lunak, administrator sistem, maupun pengguna teknologi yang belum sepenuhnya
memahami kewajiban hukum dalam mengelola data pribadi, menjaga keamanan sistem, serta
menghormati hak kekayaan intelektual. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat
sering kali melampaui kemampuan regulator dalam menyusun aturan hukum yang adaptif
terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, globalisasi teknologi informasi menyebabkan aktivitas digital tidak lagi
mengenal batas wilayah negara. Berbagai layanan digital yang digunakan masyarakat Indonesia
banyak diselenggarakan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Kondisi
tersebut menimbulkan tantangan dalam aspek yurisdiksi hukum, penegakan hukum lintas negara,
perlindungan data lintas batas, serta koordinasi antarotoritas dalam menangani tindak pidana
siber. Oleh karena itu, penerapan hukum profesi teknologi informasi tidak hanya memerlukan
regulasi nasional yang kuat, tetapi juga kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai
bentuk kejahatan digital.

Selain aspek hukum, etika profesi juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
profesionalisme tenaga teknologi informasi. Kode etik profesi memberikan pedoman moral
mengenai bagaimana seorang profesional harus bersikap dalam menjalankan pekerjaannya.
Prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, kerahasiaan informasi,
penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta komitmen terhadap kepentingan publik
merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap profesional teknologi informasi.
Pelanggaran terhadap etika profesi tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga
dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi teknologi informasi secara
keseluruhan.

Dalam era transformasi digital, kebutuhan terhadap tenaga profesional teknologi informasi yang
kompeten dan berintegritas semakin meningkat. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia
yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami aspek hukum, tata kelola teknologi
informasi (/7 Governance), manajemen risiko, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta
kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi, lembaga sertifikasi profesi,
organisasi profesi, pemerintah, dan industri memiliki peran penting dalam membentuk tenaga
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profesional yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi secara bertanggung
jawab.

Penelitian mengenai hukum profesi teknologi informasi menjadi semakin relevan
mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital yang memengaruhi hampir seluruh aspek
kehidupan masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai pentingnya implementasi hukum profesi sebagai instrumen dalam
menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan teknologi informasi, melindungi hak-
hak pengguna, serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman, transparan, dan
berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi hukum profesi
teknologi informasi dalam mewujudkan profesionalisme, etika, dan perlindungan hukum di era
transformasi digital. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi,
organisasi profesi, maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi penguatan
hukum profesi di bidang teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library
research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai
hukum profesi teknologi informasi, implementasi regulasi, etika profesi, serta berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur praktik profesional di bidang teknologi informasi. Penelitian
kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap
berbagai sumber informasi yang relevan, sehingga mampu memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai objek yang diteliti.

Metode studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai
sumber tertulis sebagai bahan utama dalam proses pengumpulan data. Sumber tersebut meliputi
buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, peraturan
perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, standar profesi, kode etik organisasi profesi,
serta berbagai literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum profesi teknologi informasi.
Pendekatan ini dipandang sesuai karena penelitian tidak melakukan eksperimen maupun survei
lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis teoritis dan normatif terhadap konsep-konsep
hukum profesi, etika profesi, serta implementasi regulasi dalam praktik teknologi informasi di era
transformasi digital.

Objek Penelitian
Objek penelitian adalah implementasi hukum profesi teknologi informasi yang mencakup
berbagai aspek, antara lain:

1. Konsep hukum profesi teknologi informasi.
Kode etik profesi teknologi informasi.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi informasi di Indonesia.
Tanggung jawab hukum profesional teknologi informasi.
Perlindungan data pribadi.
Hak kekayaan intelektual di bidang teknologi informasi.
Profesionalisme tenaga teknologi informasi.
Tantangan penerapan hukum profesi pada era transformasi digital.
ObJek tersebut dipilih karena memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas sumber
daya manusia di bidang teknologi informasi serta perlindungan hukum terhadap masyarakat
sebagai pengguna layanan digital.

PN RN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh
melalui berbagai sumber kepustakaan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di
lapangan.

Data Primer
Dalam konteks penelitian hukum normatif, data primer berupa bahan hukum yang memiliki
kekuatan mengikat, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Menteri terkait tata kelola sistem elektronik dan keamanan informasi.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang mendukung penelitian, seperti:
1. Buku hukum teknologi informasi.

Buku etika profesi.

Buku sistem informasi.

Artikel jurnal nasional terakreditasi.

Artikel jurnal internasional.

Prosiding seminar.

Publikasi organisasi profesi.

Laporan penelitian terdahulu.
9. Dokumen resmi pemerintah.

Data Tersier

Sebagai pelengkap, penelitian juga menggunakan data tersier berupa:

Kamus hukum.

Ensiklopedia teknologi informasi.

Glosarium istilah hukum.

Indeks jurnal.

Situs resmi lembaga pemerintah dan organisasi profesi.

PN WD

s wp s

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau kajian literatur (literature
review). Tahapan pengumpulan data meliputi:

1. Identifikasi Literatur

Peneliti mengidentifikasi berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum profesi teknologi
informasi, etika profesi, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan regulasi teknologi
informasi.

2. Seleksi Literatur

Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, tahun
publikasi, kualitas sumber, serta kredibilitas penulis maupun penerbit.

3. Klasifikasi Data

Data yang telah dipilih dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

Konsep hukum profesi.

Regulasi teknologi informasi.

Etika profesi.

Profesionalisme.

Perlindungan hukum.

Tantangan transformasi digital.

4. Dokumentasi

Seluruh referensi dicatat secara sistematis menggunakan format sitasi APA edisi ke-7 agar
memudahkan proses analisis dan penyusunan daftar pustaka.

~Po0ToD

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan
menjelaskan fenomena berdasarkan teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu secara
sistematis.

Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan diseleksi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus
penelitian. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan implementasi hukum profesi
teknologi informasi tidak digunakan dalam pembahasan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi ilmiah sehingga memudahkan
proses interpretasi dan pembahasan. Penyajian dilakukan secara sistematis berdasarkan subbab
yang telah ditentukan.
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3. Analisis Isi (Content Analysis)

Metode content analysis digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terdapat
dalam berbagai sumber pustaka. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori, regulasi,
serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
implementasi hukum profesi teknologi informasi.

4. Interpretasi Data

Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori hukum, teori etika
profesi, dan konsep profesionalisme. Interpretasi bertujuan menjelaskan hubungan antara
regulasi dengan praktik profesi teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan. Kesimpulan disusun secara objektif serta mengacu pada rumusan masalah dan tujuan
penelitian.

Kerangka Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang menggambarkan hubungan antara
perkembangan teknologi informasi, regulasi hukum, etika profesi, dan profesionalisme. Kerangka
tersebut terdiri atas tahapan berikut:

Identifikasi perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital.

Identifikasi regulasi hukum yang berlaku.

Analisis penerapan hukum profesi dalam praktik teknologi informasi.

Analisis penerapan kode etik profesi.

Identifikasi tantangan implementasi hukum profesi.

Penyusunan rekomendasi peningkatan profesionalisme dan kepatuhan hukum.

Kerangka analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun pembahasan sehingga hasil
penelitian memiliki alur yang sistematis dan mudah dipahami.

DU RN

Validitas Data
Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai buku, jurnal, regulasi,
dan dokumen resmi.
2. Konsistensi Teori, yaitu membandingkan konsep dari beberapa ahli untuk memperoleh
pemahaman yang lebih objektif.
3. Kesesuaian Regulasi, yaitu memastikan bahwa analisis mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang masih berlaku.
4. Kaijian Literatur Terkini, yaitu menggunakan referensi ilmiah terbaru agar hasil penelitian
relevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.
Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki
tingkat validitas dan reliabilitas yang baik.

Alur Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan topik dan merumuskan masalah penelitian.

Melakukan studi literatur mengenai hukum profesi teknologi informasi.

Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian.

Melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang telah diperoleh.
Menginterpretasikan hasil analisis berdasarkan teori dan regulasi yang berlaku.
Menyusun hasil penelitian dan pembahasan.

Menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah,
organisasi profesi, perguruan tinggi, dan praktisi teknologi informasi.

Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran
yang komprehensif mengenai implementasi hukum profesi teknologi informasi dalam mendukung
profesionalisme, etika profesi, perlindungan hukum, dan tata kelola teknologi informasi yang baik
pada era transformasi digital.

ONoOkAWN
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Implementasi Hukum Profesi Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital tidak lagi terbatas pada
sektor komunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam aktivitas pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, perdagangan, perbankan, industri, hingga pelayanan publik. Transformasi digital
tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang teknologi
informasi yang memiliki kompetensi tinggi serta memahami aspek hukum dan etika profesi dalam
menjalankan pekerjaannya. Implementasi hukum profesi teknologi informasi merupakan proses
penerapan berbagai ketentuan hukum, standar profesi, dan kode etik dalam setiap aktivitas
profesional yang berkaitan dengan perancangan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan,
dan pengamanan sistem informasi. Tujuan utama implementasi hukum profesi adalah
menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi, melindungi
hak-hak pengguna, serta memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dilakukan secara
bertanggung jawab. Dalam praktiknya, implementasi hukum profesi teknologi informasi tidak
hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga
mencakup penerapan prinsip-prinsip etika profesi, tata kelola teknologi informasi (IT
Governance), manajemen risiko, serta perlindungan terhadap data dan informasi. Seorang
profesional teknologi informasi dituntut untuk memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan
dalam pengembangan maupun pengelolaan sistem informasi memiliki konsekuensi hukum. Oleh
karena itu, kompetensi teknis harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai
regulasi yang berlaku. Di Indonesia, implementasi hukum profesi teknologi informasi didukung
oleh berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta
perubahannya memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan informasi elektronik,
transaksi elektronik, dokumen elektronik, serta mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang
dilakukan melalui media digital. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum mengenai pengelolaan data pribadi, hak
pemilik data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme perlindungan terhadap
penyalahgunaan data pribadi. Regulasi tersebut diperkuat oleh ketentuan mengenai hak
kekayaan intelektual, penyelenggaraan sistem elektronik, serta berbagai standar keamanan
informasi yang berlaku di Indonesia. Implementasi hukum profesi juga terlihat dalam penerapan
standar operasional dan tata kelola teknologi informasi di berbagai organisasi. Perusahaan
maupun instansi pemerintah mulai menerapkan kebijakan keamanan informasi, pengendalian
akses sistem, audit teknologi informasi, pengelolaan risiko, serta perlindungan data sebagai
bagian dari kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan prosedur tersebut bertujuan meminimalkan
risiko kebocoran data, serangan siber, penyalahgunaan informasi, maupun pelanggaran hukum
lainnya yang dapat merugikan organisasi dan masyarakat. Selain regulasi nasional,
perkembangan profesi teknologi informasi juga dipengaruhi oleh standar internasional.
Organisasi profesi seperti Association for Computing Machinery (ACM) dan Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) telah menetapkan kode etik yang menjadi pedoman perilaku
profesional bagi praktisi teknologi informasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi
integritas, tanggung jawab, penghormatan terhadap privasi, perlindungan hak kekayaan
intelektual, keamanan informasi, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Penerapan kode
etik tersebut melengkapi aspek hukum formal dengan memberikan pedoman moral dalam
pengambilan keputusan profesional. Implementasi hukum profesi teknologi informasi juga
berkaitan erat dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Seorang profesional
dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan perkembangan teknologi,
memahami regulasi yang berlaku, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi
dalam setiap aktivitasnya. Sertifikasi profesi, pelatihan berkelanjutan, dan pendidikan mengenai
hukum serta etika teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas
tenaga profesional. Dengan kompetensi yang memadai, praktisi teknologi informasi dapat
menjalankan tugasnya secara profesional sekaligus meminimalkan potensi terjadinya
pelanggaran hukum. Meskipun demikian, implementasi hukum profesi teknologi informasi masih
menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali
melampaui kecepatan pembentukan regulasi, sehingga muncul kesenjangan antara praktik di
lapangan dan aturan yang tersedia. Selain itu, masih terdapat rendahnya kesadaran hukum di
kalangan sebagian praktisi maupun pengguna teknologi, terutama terkait perlindungan data
pribadi, keamanan informasi, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Kondisi
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tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan
regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi hukum digital serta budaya kepatuhan di
lingkungan organisasi. Dalam perspektif tata kelola organisasi, implementasi hukum profesi
memberikan berbagai manfaat strategis. Organisasi yang menerapkan prinsip kepatuhan hukum
dan etika profesi cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat,
mampu mengurangi risiko hukum, meningkatkan kualitas layanan digital, serta memperkuat
keamanan sistem informasi. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi salah satu indikator
penting dalam penerapan good corporate governance, khususnya pada organisasi yang
mengelola data dan layanan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil kajian pustaka,
dapat dipahami bahwa implementasi hukum profesi teknologi informasi merupakan elemen
fundamental dalam mendukung keberhasilan transformasi digital. Penerapan hukum profesi tidak
hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku profesional, tetapi juga
sebagai instrumen wuntuk melindungi hak masyarakat, menjaga keamanan informasi,
meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman,
terpercaya, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, organisasi profesi, institusi
pendidikan, dunia industri, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mewujudkan
implementasi hukum profesi teknologi informasi yang efektif di Indonesia.

Implementasi hukum profesi dalam praktik teknologi informasi merupakan wujud nyata
dari penerapan peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan kode etik dalam setiap
aktivitas yang dilakukan oleh tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Penerapan hukum
profesi tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,
tetapi juga untuk membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, transparan,
dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam era transformasi digital, hampir seluruh
organisasi bergantung pada sistem informasi sehingga setiap aktivitas profesional di bidang
teknologi informasi memiliki implikasi hukum yang harus dipahami dan dipatuhi.

Dalam praktiknya, seorang profesional teknologi informasi memiliki tanggung jawab yang
luas, mulai dari perancangan sistem, pengembangan perangkat lunak, pengelolaan basis data,
administrasi jaringan, pengamanan infrastruktur digital, hingga pengelolaan layanan berbasis
komputasi awan. Seluruh aktivitas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi organisasi maupun masyarakat. Oleh karena
itu, implementasi hukum profesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi.

Implementasi Hukum Profesi dalam Praktik Teknologi Informasi

Salah satu bentuk implementasi hukum profesi yang paling penting adalah perlindungan data
pribadi. Perkembangan layanan digital menyebabkan organisasi mengumpulkan dan mengolah
data pribadi dalam jumlah yang sangat besar, seperti identitas pengguna, informasi keuangan,
riwayat transaksi, hingga data kesehatan. Pengelolaan data tersebut harus dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Profesional
teknologi informasi bertanggung jawab memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki
mekanisme pengamanan yang memadai, termasuk penggunaan enkripsi, autentikasi berlapis
(multi-factor authentication), kontrol akses berbasis peran (role-based access control), serta
pencatatan aktivitas sistem (audit trai). Dengan demikian, risiko kebocoran data maupun
penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan. Implementasi hukum profesi juga tercermin
dalam proses pengembangan perangkat lunak. Seorang pengembang perangkat lunak (software
developer) wajib memastikan bahwa aplikasi yang dibuat tidak melanggar hak kekayaan
intelektual, tidak menggunakan perangkat lunak bajakan, serta mematuhi ketentuan lisensi
perangkat lunak yang digunakan. Selain itu, proses pengembangan harus memperhatikan aspek
keamanan sejak tahap perancangan (security by design) agar aplikasi tidak rentan terhadap
serangan siber seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), maupun Cross-Site Request
Forgery (CSRF). Kepatuhan terhadap standar pengembangan yang aman tidak hanya
meningkatkan kualitas perangkat lunak, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab
profesional terhadap pengguna. Dalam bidang keamanan siber, implementasi hukum profesi
memiliki peranan yang sangat penting. Profesional keamanan informasi bertanggung jawab
melindungi sistem organisasi dari berbagai ancaman seperti peretasan (hacking), malware,
ransomware, serangan Distributed Denial of Service (DDoS), maupun pencurian data. Tindakan
tersebut dilakukan melalui penerapan kebijakan keamanan informasi, pemantauan jaringan
secara berkala, pengujian kerentanan (vulnerability assessment), penetration testing, serta
penyusunan prosedur tanggap insiden (/incident response). Seluruh aktivitas tersebut harus

68 Nexcore, Vol 1No 2, Mei 2026



(r
N N E X CO R E Journal of Computer Science & Intelligent Systems

7

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi agar tidak menimbulkan
pelanggaran terhadap hak privasi maupun penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik.
Penerapan hukum profesi juga terlihat dalam pelaksanaan audit teknologi informasi. Auditor TI
memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi secara independen,
objektif, dan profesional guna menilai efektivitas pengendalian internal, keamanan informasi,
serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus menjaga
kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit dan menyampaikan hasil pemeriksaan
secara jujur tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Prinsip independensi dan integritas
menjadi landasan utama agar hasil audit dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan
oleh manajemen. Selain itu, implementasi hukum profesi juga diterapkan dalam pengelolaan
layanan berbasis komputasi awan (cloud computing). Penyedia layanan cloud maupun organisasi
pengguna bertanggung jawab memastikan bahwa penyimpanan, pemrosesan, dan transmisi data
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Profesional Tl harus memahami lokasi
penyimpanan data, mekanisme pencadangan (backup), prosedur pemulihan bencana (disaster
recovery), serta kebijakan perlindungan data lintas negara. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi
semakin penting mengingat layanan cloud sering kali melibatkan pusat data yang berada di
berbagai negara dengan yurisdiksi hukum yang berbeda. Di lingkungan organisasi, implementasi
hukum profesi diwujudkan melalui penerapan tata kelola teknologi informasi (IT Governance).
Tata kelola ini bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi selaras dengan
tujuan organisasi, mematuhi regulasi, mengelola risiko secara efektif, serta memberikan nilai
tambah bagi pemangku kepentingan. Kerangka kerja seperti COBIT, ISO/IEC 27001, dan ISO/IEC
20000 banyak digunakan sebagai pedoman dalam membangun sistem tata kelola dan
manajemen keamanan informasi. Profesional Tl memiliki tanggung jawab untuk menerapkan
standar tersebut secara konsisten sebagai bagian dari praktik kerja yang profesional. Aspek lain
yang tidak kalah penting adalah kepatuhan terhadap kode etik profesi. Seorang profesional
teknologi informasi harus menjaga integritas, objektivitas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam
setiap aktivitasnya. Misalnya, administrator sistem tidak diperkenankan mengakses data
pengguna tanpa otorisasi yang sah, pengembang aplikasi tidak boleh menyisipkan kode
berbahaya untuk kepentingan pribadi, dan analis data wajib menjaga kerahasiaan informasi yang
diperoleh selama proses analisis. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menimbulkan
konsekuensi hukum, sanksi organisasi profesi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap profesi teknologi informasi. Meskipun implementasi hukum profesi telah mengalami
perkembangan yang cukup baik, berbagai tantangan masih dihadapi dalam praktik sehari-hari.
Masih ditemukan organisasi yang belum menerapkan standar keamanan informasi secara
memadai, penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi resmi, lemahnya perlindungan data pribadi,
serta kurangnya pemahaman mengenai kewajiban hukum di kalangan tenaga profesional. Selain
itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things
(loT), dan komputasi awan menimbulkan persoalan hukum baru yang memerlukan penyesuaian
regulasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil kajian pustaka,
implementasi hukum profesi dalam praktik teknologi informasi merupakan fondasi utama dalam
mewujudkan tata kelola teknologi yang baik, perlindungan terhadap hak pengguna, serta
peningkatan kualitas layanan digital. Keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung
pada sinergi antara regulasi yang adaptif, organisasi profesi yang aktif melakukan pembinaan,
institusi pendidikan yang menanamkan nilai-nilai etika dan hukum sejak dini, serta komitmen
setiap profesional untuk menjalankan pekerjaannya secara kompeten, bertanggung jawab, dan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan penerapan hukum profesi yang
konsisten, transformasi digital dapat berlangsung secara aman, terpercaya, dan memberikan
manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai Implementasi Hukum Profesi Teknologi Informasi dalam
Mewujudkan Profesionalisme, Etika, dan Perlindungan Hukum di Era Transformasi Digital, dapat
disimpulkan bahwa hukum profesi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur
pelaksanaan profesi teknologi informasi agar berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme,
etika, serta ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan teknologi informasi yang sangat
pesat telah memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas
pelayanan di berbagai sektor. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan
tantangan baru berupa meningkatnya risiko pelanggaran hukum, penyalahgunaan data pribadi,
kejahatan siber, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta berbagai persoalan etika dalam
penggunaan teknologi digital. Implementasi hukum profesi teknologi informasi tidak hanya
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berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup
penerapan kode etik profesi, standar kompetensi, tata kelola teknologi informasi (/7
Governance), serta manajemen keamanan informasi. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan
Undang-Undang Hak Cipta menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi
profesional teknologi informasi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna
layanan digital. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi hukum profesi telah
diterapkan dalam berbagai aktivitas profesional, seperti pengembangan perangkat lunak,
pengelolaan basis data, keamanan siber, audit teknologi informasi, pengelolaan layanan
komputasi awan (cloud computing), serta tata kelola sistem informasi. Penerapan prinsip-prinsip
hukum dan etika dalam setiap tahapan pekerjaan mampu meningkatkan kualitas layanan,
menjaga keamanan informasi, melindungi data pribadi, mengurangi risiko penyalahgunaan
teknologi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sistem
elektronik. Meskipun demikian, implementasi hukum profesi masih menghadapi berbagai
tantangan. Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat sering kali melampaui
kecepatan pembentukan regulasi, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang adaptif
terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of
Things (loT), komputasi awan, big data, dan teknologi blockchain. Selain itu, masih terdapat
rendahnya tingkat literasi hukum digital, kurangnya pemahaman terhadap kode etik profesi,
keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi profesional, serta meningkatnya
ancaman kejahatan siber yang memerlukan strategi penanganan yang lebih komprehensif.
Keberhasilan implementasi hukum profesi teknologi informasi sangat bergantung pada sinergi
antara pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat.
Pemerintah berperan dalam menyusun regulasi yang responsif terhadap perkembangan
teknologi, organisasi profesi bertanggung jawab melakukan pembinaan dan penegakan kode
etik, perguruan tinggi menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman
hukum, sedangkan dunia industri bertanggung jawab menerapkan tata kelola teknologi informasi
yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Dengan adanya kolaborasi tersebut,
diharapkan tercipta ekosistem digital yang aman, terpercaya, transparan, dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum profesi teknologi informasi
merupakan instrumen strategis dalam mendukung transformasi digital yang bertanggung jawab.
Kepatuhan terhadap regulasi, penerapan etika profesi, peningkatan kompetensi sumber daya
manusia, serta penguatan tata kelola teknologi informasi merupakan faktor utama dalam
mewujudkan profesionalisme dan perlindungan hukum di era digital.
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